
PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : ran / zor-ur /Kep-DPRD/ 12l2022

TENTANG

PERSE"TUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang '. a. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian
integral dari pembangunan nasional, yang bertqjuan agar
reformasi dan penyusunan kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daerah senantiasa dapat diharapkan untuk
memberikan manfaat serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan keualgan
daerah perlu adanya perencanaan dan penganggaran
keuangan daerah yang dilakukan dengan baik melalui
adanya penyederhanaan prosedur pengelolaan keuangan
daerah;

bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
dipaldang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu
diperbaharui;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Medal tentang Persetujuan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b

c

d

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 100
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangal Daerah dan Pasal 3 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:ltn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah;

e.
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Mengingat 1

2

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota
Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2O20 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun
2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9
dan/ atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 134, tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6516) dan diubah kembali dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang
Harmonisasi Peraturar Perpajakan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun
20O4 tentang Pembendaharaan Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2O2l tentarrg Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun
2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penalganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9
dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 134, tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia nomor 6516) dan diubah kembali dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 246, tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia nomor 6736);

\,
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5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2Dll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (lrembaran Negara
Tahun 2022 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6801);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O08 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a89Ol;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O 16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888);

I I . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor l8
Tahun 2O17 Tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6057);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);
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13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
r44711'

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor
t78tl;

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2O17
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Medan
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 60 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota
Medan Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaal Peratural Daerah Kota Medan Nomor 8
Tahun 2O17 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Medal;

17. Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2Ol8 tentang Tata Tertib (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Kota Medan Nomor I Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan
Ralryat Dearah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun
2O20 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
Tanggal 13 Desember 2022;

Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Panitia
Khusus, Pendapat Fraksi-Fralsi DPRD Kota Medan dan
Penandatanganan/ Pengambilan Keputusan DPRD Kota
Medan sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota
Medan dengan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan
Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangal
Daerah Tanggal 20 Desember 2022;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMEDAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGANPERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Menyetujui Rancangan peraturan Daerah Kota Medan tentang
LenSe]gla-an Keuangan Daerah menjadi peraturan DaerahKota Medan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam implementasi peraturan Daerah ini, memperhatikarr
Pendapat Seluruh Fraksi Dewan perwakilan Ralryat DaerahKota Medan yang selanjutnya ditindaklanjuti seslai denganperaturan yang berlaku.

Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal zo Desember 2O22

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

HASYIM, S.E.

Wakil Ketua, Wa-kil Ketua, Wakil Ketua,

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M. H. RAJUDDIN SAGALA, SPd.I. H. T. BAHRUMSYAH, S.H.,M.H.

Tem san:
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DpRD Kota Medan;

KEIIGA


